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Abstrak
Perjanjian kerja antara PT Atlas Spa Club dengan pekerja dalam penelitian ini merupakan perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu memiliki batasan waktu paling lama 3 tahun. Permasalahan terjadi pada salah satu pekerja yang bernama Ayu Mutiara yang mulai bekerja pada Agustus 2012 dengan perjanjian tidak tertulis. Adapun perjanjian secara tertulis dimulai pada Agustus 2014. Sehingga perusahaan belum menganggap bahwa Ayu telah mencapai batasan 3 tahun untuk menjadi pekerja tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap setelah masa kerjanya berakhir serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam rangka mendapatkan status sebagai pekerja tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa status pekerja yang bernama Ayu Mutiara demi hukum seharusnya menjadi status pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Hal tersebut berdasarkan pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan status pekerja tersebut dapat diperoleh setelah pekerja dengan pengusaha menempuh jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Kata Kunci  : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Status Pekerja

Abstract


The working agreement of PT Atlas Spa Club with its worker is categorized working agreement for specified time. This agreement has a time limit for 3 years maximum. A problem occurred when one of the PT Atlas Spa Club workers, Ayu Mutiara, has started to work since August 2012 without a written job agreement. Her written working agreement was made on August 2014. Therefore, the company didn’t consider Ayu as a jobholder, which needs 3 years minimum of working to reach it. This research aims to find out is it possible to change the work status from contract workers to jobholder, if a contract workers finish its working period and to know about any legal efforts which can be performed by workers in orders to get jobholder status. This research is a normative law research using statute and conceptual approaches. The technique to collect the law material data are using literature study.

In conclusion, this research found that Ayu Mutiara’s work status is supposed to be a worker with an uncertain duration of job in her working agreement. Based on article 59 verse (7) Law number 13 year 2003 concerning Manpower. The change of her status after she has a completion of industrial relation dispute between her and her employer which is managed in Law Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement.
Keywords : Working Agreement For Specified Time, Working Agreement For An Unspecified Time , Status of workers
PENDAHULUAN 

Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha didasarkan atas perjanjian kerja. Perjanjian kerja  berisikan hubungan timbal balik antara pekerja dan pengusaha dimana pekerja akan bekerja dengan menerima perintah dari pengusaha / majikan dengan mendapatkan upah, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak serta kapan pekerja mulai melaksanakan pekerjaan dan apa yang dipekerjakan. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa unsur dalam perjanjian kerja adalah adanya pekerjaan, perintah, upah, dan waktu. Secara umum perjanjian kerja adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu (pekerja) berjanji kepada pihak yang lainnya (pengusaha) untuk melaksanakan suatu hal, akibatnya pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang merka adakan itu.
Perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan terdiri dari Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) yaitu perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu yang status pekerjanya sebagai pekerja kontrak dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) yaitu perjanjian untuk waktu yang tidak ditentukan dan status pekerjanya sebagai pekerja tetap. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, dan tidak dibatasi waktu.  Apabila PKWT dibuat untuk pekerjaan yang bersifat tetap maka berdasarkan pasal 59 ayat (7) maka PKWT tersebut demi hukum menjadi PKWTT. 
Sejak era reformasi, fenomena yang muncul ke permukaan dalam bidang  ketenagakerjaan yaitu munculnya istilah pekerja kontrak.
 Adanya sistem PKWT membuat posisi tawar pekerja / buruh semakin lemah karena tidak ada kepastian kerja. Meskipun telah mendapatkan pengaturan secara yuridis, keberadaan pekerja / buruh yang terikat dengan PKWT dalam praktiknya tetap merupakan suatu dilema. Bagi perusahaan, keberadaan pekerja tersebut dinilai sangat menguntungkan. Banyak alasan yang dikemukakan oleh pemilik perusahaan terhadap kebijakan penggunaan PKWT untuk pekerja, antara lain perusahaan tidak memiliki keharusan untuk mengeluarkan biaya tambahan guna pelatihan para pekerja di samping untuk menghindari kewajiban pemberian pesangon, dan lain-lain.
Berdasarkan alasan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan PKWT sangat menguntungkan pengusaha. Keuntungan yang diperoleh pengusaha dengan mempekerjakan pekerja melalui PKWT tidak memberikan keuntungan dari segi pekerja. Hal tersebut terkait status pekerja yang hanya dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu, maka pekerja selalu dihantui rasa ketidakpastian kerja khususnya menjelang berakhirnya masa kontrak. Praktis semua kebijakan dan kewenangan secara mutlak menjadi milik para pengusaha. Padahal pesangon inilah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pekerja / buruh dan keluarganya saat pekerja / buruh tersebut tidak bekerja. 
Perusahaan yang menerapkan sistem PKWT akan menimbulkan protes dari berbagai pihak, khususnya golongan pekerja. Hal ini terjadi karena terdapat penyimpangan dalam pembuatan PKWT yaitu penyimpangan terhadap peraturan UU Ketenagakerjaan. Penyimpangan yang sering terjadi yakni mengenai jangka waktu atau masa kerja pekerja kontrak yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan untuk PKWT penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun. 
Salah satu contoh kasus adalah pekerja yang bernama Ayu Mutiara yang bekerja sebagai receptionist di PT Atlas Spa Club yang terletak di jalan Dharmahusada Indah Barat III / 64-66, Surabaya. Pekerja yang bernama Ayu Mutiara mulai bekerja pada bulan Agustus 2012 melalui perjanjian secara lisan hingga bulan Juli 2014. Perjanjian secara lisan tersebut berubah menjadi PKWT yang dibuat secara tertulis pada bulan Agustus 2014 yang menjelaskan bahwa Ayu Mutiara bekerja pada PT Atlas Spa Club sebagai pekerja kontrak dengan posisi pekerjaan yang sama (receptionist) dan perjanjian kerja tersebut berakhir pada bulan Agustus 2015. Kemudian diperpanjang lagi selama setahun hingga bulan Agustus 2016 yang menjelaskan bahwa Tiara bekerja pada PT Atlas Spa Club sebagai pekerja kontrak dengan posisi pekerjaan yang sama (receptionist) dan perjanjian kerja tersebut berakhir pada Agustus 2016.  Berdasarkan fakta tersebut maka masa kerja Ayu Mutiara pada PT Atlas Spa Club mulai dari awal masuk hingga PKWT yang kedua berakhir adalah selama 4 (empat) tahun. 
Perubahan status yang dialami oleh Ayu Mutiara dari pekerja  tetap (PKWTT) menjadi pekerja dalam jangka waktu tertentu (PKWT) menimbulkan perasaan yang tidak puas atas kebijakan yang diambil oleh pengusaha. Rasa ketidakpuasan tersebut dikarenakan statusnya sekarang memberikan ketidakpastian kerja menjelang PKWTnya berakhir. Berawal dari rasa ketidakpuasan tersebut maka Tiara berusaha menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut melalui bipartit yakni forum komunikasi yang berkaitan dengan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja / buruh. Penyelesaian yang ditempuh Ayu Mutiara bertujuan agar statusnya dikembalikan lagi menjadi pekerja tetap. Forum komunikasi tersebut telah berlangsung pada bulan Februari 2016, namun tidak terjadi kesepakatan penyelesaian diantara keduanya. 
Berdasarkani latari belakangi masalahi di atas, penelitiani ini merumuskan masalah yakni apakah status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap atau tidak berkaitan dengan perjanjian antara pekerja dengan PT Atlas Spa Club dan upaya hukum apakah yang harus dilakukan oleh pekerja dalam rangka mendapatkan status sebagai pekerja tetap ?. Penelitian ini bertujuaniuntuk imengetahui apakah status pekerja kontrak dapat berubah menjadi pekerja tetap atau tidak berkaitan dengan perjanjian antara pekerja dengan PT Atlas Spa Club dan upaya hukum apakah yang harus dilakukan oleh pekerja dalam rangka mendapatkan status sebagai pekerja tetap.
METODE  PENELITIAN


Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini yakni jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum sekunder atau bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian ini berjenis yuridis normatif karena mengkaji suatu perjanjian kerja antara pekerja yang bernama Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club  berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selanjutnya disebut UU PPHI, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Bahan hukumi yang digunakan dalam penelitiani ini adalah ibahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen-dokumen dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistenatis dan dikaji secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas ikemudian idisimpulkan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
PT Atlas Spa Club merupakan sebuah perseroan terbatas (PT) yang bergerak di bidang jasa kebugaran. Perusahaan ini telah berdiri sejak tanggal 30 Maret 1985, yang dikenal sebagai Atlas Body pada awal berdirinya.

Ayu Mutiara dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 31 Mei 2016, ia menjelaskan bahwa “Atlas Body pernah merger dengan perusahaan penyedia jasa internasional di bidang kebugaran yang didirikan oleh bapak Clark Hatch yang berpusat di Honolulu, Hawaii pada tahun 1990”
. Adanya Penggabungan kedua perusahaan pada saat itu antara Atlas Body dengan perusahaan penyedia jasa internasional di bidang kebugaran yang didirikan oleh Bapak Clark Hatch yang berpusat di Honolulu tersebut bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang berguna dalam rangka kemajuan Atlas Body.
PT Atlas Spa Club mulai merasa cukup kuat untuk mengembangkan dan menjalankan perusahaan secara mandiri setelah melakukan merger dengan perusahaan penyedia jasa internasional di bidang kebugaran yang didirikan oleh Bapak Clark Hatch yang berpusat di Honolulu selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga Atlas Body merasa bahwa sudah waktunya untuk mengembangkan dan menjalankan perusahaan secara mandiri. Sehingga memutuskan mengakhiri merger pada tahun 2000. 
Berkaitan dengan penambahan berbagai fasilitas dan konstruksi bangunan dalam rangka mengembangkan diri menuju PT Atlas Spa Club sebagai pusat kebugaran yang nomor satu dibutuhkan pekerja dalam jumlah yang banyak. Salah satu contoh pekerja yang bekerja pada PT Atlas Spa Club yang berkedudukan di  Surabaya adalah pekerja yang bernama Ayu Mutiara yang bekerja pada posisi receptionist. Ayu Mutiara memiliki hubungan kerja dengan PT Atlas Spa Club sejak bulan Agustus tahun 2012 hingga sekarang. Hubungan kerja antara Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club pada bulan Agustus tahun 2012 diawali melalui perjanjian secara lisan. Perjanjian secara lisan tersebut berubah menjadi PKWT yang dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak pada bulan Agustus tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Ayu Mutiara bekerja pada PT Atlas Spa Club sebagai pekerja PKWT dengan posisi pekerjaan yang sama dengan sebelumnya yakni receptionist. PKWT tersebut berakhir pada bulan Agustus 2015.
Dalam pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kerja antara Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club menjelaskan bahwa:
“Pihak Kedua menyatakan bersedia bekerja pada Pihak Kesatu, dan Pihak Kesatu bersedia menerima Pihak Kedua sebagai pekerja kontrak di PT Atlas Spa (Atlas Fitness Centre), yang beralamat di Jl. Dharmahusada Indah Barat II/64-66, Surabaya, untuk masa kerja mulai dari 21 Agustus 2014 s/d 20 Agustus 2015 dengan jabatan Reception. Pihak Kedua sanggup bekerja dan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pihak pertama, dan patuh serta melaksanakan perintah yang layak dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab dan disiplin sepanjang peraturan dan perintah tersebut tidak menyimpang atau bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku”.
PKWT tersebut menjelaskan bahwa Ayu Mutiara bekerja pada PT Atlas Spa Club sebagai pekerja dalam jangka waktu tertentu dengan posisi receptionist. PKWT tersebut juga menjelaskan bahwa hubungan kerja Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club  dimulai pada tanggal  21 Agustus 2014 sampai dengan 20 Agustus 2015.

PKWT yang menjadi dasar hubungan kerja antara Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club yang berakhir pada bulan Agustus 2015 diperpanjang selama 1 (satu) tahun yang akan berakhir pada bulan Agustus 2016. Masa kerja tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kerja antara Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club yang menjelaskan bahwa :

“Pihak Kedua menyatakan bersedia bekerja pada Pihak Kesatu, dan Pihak Kesatu bersedia menerima Pihak Kedua sebagai pekerja kontrak di PT Atlas Spa (Atlas Fitness Centre), yang beralamat di Jl. Dharmahusada Indah Barat II/64-66, Surabaya, untuk masa kerja mulai dari 21 Agustus 2015 s/d 20 Agustus 2016 dengan jabatan Reception. Pihak Kedua sanggup bekerja dan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pihak pertama, dan patuh serta melaksanakan perintah yang layak dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab dan disiplin sepanjang peraturan dan perintah tersebut tidak menyimpang atau bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku”.
PKWT tersebut menjelaskan bahwa Ayu Mutiara bekerja pada PT Atlas Spa Club sebagai pekerja dalam jangka waktu tertentu dengan posisi receptionist. PKWT tersebut juga menjelaskan bahwa hubungan kerja Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club  dimulai pada tanggal  21 Agustus 2014 sampai dengan 20 Agustus 2015. Hubungan kerja antara Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club yang dimulai pada bulan Agustus 2012 melalui perjanjian secara lisan dan 2 (dua) tahun melalui PKWT mulai bulan Agustus 2014 hingga Agustus 2016, maka hubungan kerja di antara mereka telah berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga PKWT ini berakhir. Fakta lain terkait Ayu Mutiara adalah bahwa ia sebenarnya telah bekerja sejak bulan Agustus 2012 melalui perjanjian secara lisan.
B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Status Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Demi Hukum Berubah Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini merupakan permasalahan di bidang hukum ketenagakerjaan yang terjadi antara pekerja yang bernama Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club terkait dengan status pekerja yang dimuat dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja berdasarkan pasal 51 UU Ketenagakerjaan dapat dibuat secara tertulis ataupun lisan. Secara normatif, bentuk perjanjian kerja yang dibuat dalam bentuk tertulis lebih menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, serta sangat berguna bagi para pihak untuk kepentingan pembuktian jika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Perjanjian kerja dalam bentuk tertulis dapat diberlakukan untuk PKWT dan PKWTT. Perjanjian kerja yang dibuat dalam bentuk lisan juga dapat diberlakukan untuk PKWT dan PKWTT, namun untuk PKWT yang dibuat dalam bentuk lisan secara otomatis perjanjian kerja tersebut berubah menjadi PKWTT hal ini berdasarkan pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.  
Pasal 56 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu  (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa : 
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”.

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan maka jenis atau kategori pekerjaan yang diperbolehkan untuk jenis PKWT adalah pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru.

Jenis pekerjaan yang menjadi objek dalam perjanjian kerja antara Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club tidak termasuk dalam kategori pekerjaan musiman ataupun produk baru, namun dalam kategori PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun. Pelaksanaan objek perjanjian kerja tersebut tidak tergantung pada cuaca ataupun musim, melainkan dibutuhkan / dapat dikerjakan di setiap musim sehingga tidak termasuk PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman. Objek perjanjian kerja antara Ayu  Mutiara dan PT Atlas Spa Club adalah receptionist, pekerjaan sebagai receptionist  telah ada sejak perusahaan tersebut berdiri sehingga tidak termasuk PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini terfokus pada analisis jangka waktu Ayu Mutiara yang bekerja pada PT Atlas Spa Club selama 4 tahun ini dengan hubungan kerja di periode terakhir  melalui PKWT. 
PKWT dapat berubah menjadi PKWTT, hal tersebut berdasarkan pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Dalam hal PKWT tidak dibuat dalam Bahasa indonesia dan huruf latin maka PKWT tersebut berubah menjadi PKWTT. PKWT juga dapat berubah menjadi PKWTT jika diterapkan pada pekerjaan yang bukan termasuk jenis pekerjaan musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, pembaharuan PKWT yang belum memenuhi masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT. 
PKWT untuk jenis pekerjaan yang selesai dalam jangka waktu tertentu, memilliki batas maksimal jangka waktunya yakni 3 (tiga) tahun dan tidak boleh diperpanjang lagi. Apabila pekerjaan dilakukan lebih dari batas maksimal 3 (tiga) tahun maka secara otomatis status pekerja tersebut menjadi pekerja tetap dan perjanjian kerjanya menjadi PKWTT. Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun. 

Ayu Mutiara bekerja pada PT Atlas Spa Club dimulai pada bulan Agustus 2012 melalui perjanjian lisan hingga tanggal 20 Agustus 2014, pada tanggal 21  Agustus 2014 Ayu Mutiara bekerja pada PT Atlas Spa Club melalui perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut menjelaskan bahwa hubungan kerja Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club berupa PKWT yang berlaku hingga tanggal 20 Agustus 2015. PKWT tersebut diperpanjang selama 1 (satu) tahun hingga 20 Agustus 2016 dengan isi perjanjian yang hampir sama. Masa kerja Ayu Mutiara pada PT Atlas Spa Club mulai dari awal masuk hingga PKWT yang kedua berakhir adalah selama 4 (empat) tahun. Masa kerja Ayu Mutiara pada PT Atlas Spa Club yakni selama 4 (empat) tahun, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan.

PKWT yang menyimpang pasal 59 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan dinyatakan demi hukum PKWT tersebut menjadi PKWTT, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan aturan tersebut maka PKWT antara pekerja yang bernama Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club yang diwakili oleh bu Sri Indah Wati selaku kepala personalia PT Atlas Spa Club demi hukum seharusnya menjadi PKWTT yang statusnya sebagai pekerja tetap. Hal tersebut dikarenakan jenis pekerjaan yang menjadi objek dalam perjanjian kerja tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan masa kerja Ayu Mutiara pada PT Atlas Spa Club telah lebih dari 3 (tiga) tahun.
2. Upaya Hukum dalam perubahan perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu
Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal meliputi perselisihan hak adalah perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang timbul karena tidak dipenuhinya hak atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan berdasarkan isi dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan / atau peraturan perundang-undangan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul karena  ketidaksesuaian pendapat antara pekerja dengan pengusaha terkait pembuatan, dan / atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan / atau peraturan perundang-undangan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah Perselisihan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha karena tidak adanya kesesuaian pendapat terkait pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak. Perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja bisa menimbulkan suatu perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan tersebut, jika perselisihan tersebut terjadi karena tidak adanya persesuaian pendapat terkait keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban antar serikat pekerja maka termasuk kategori perselisihan antar serikat pekerja.
Kasus yang dialami oleh Ayu Mutiara terkait status yang dimuat dalam perjanjian kerja yang sekarang yakni PKWT termasuk kategori perselisihan kepentingan. Ayu Mutiara memiliki keinginan untuk mengubah status yang dimuat dalam perjanjian kerja menjadi PKWTT, bukanlah PKWT yang diinginkan pengusaha karena jangka waktu Ayu Mutiara bekerja pada PT Atlas Spa Club telah memasuki tahun ke empat yang dimulai pada bulan Agustus 2012 hingga Agustus 2016.  
Perubahan status yang dialami oleh Ayu Mutiara dari pekerja  tetap (PKWTT) menjadi pekerja dalam jangka waktu tertentu (PKWT) menimbulkan perasaan yang tidak puas atas kebijakan yang diambil oleh pengusaha. Rasa ketidakpuasaan tersebut dikarenakan statusnya sekarang memberikan ketidakpastan kerja menjelang berakhirnya PKWT. Berawal dari rasa ketidakpuasan tersebut maka Tiara berusaha meyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut melalui bipartit yakni forum komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja / buruh. Forum komunikasi tersebut berlangsung pada bulan Februari 2016, namun tidak terjadi kesepakatan di antara keduanya, sehingga Ayu Mutiara berencana untuk menempuh penyelesaian perselisihan hubungan industrial lebih lanjut. 
Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Ayu Mutiara dalam rangka mendapatkan status sebagai pekerja tetap dengan PKWTT adalah mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan oleh para pihak pada bulan Februari 2016 namun tidak mencapai kesepakatan bersama. Kemudian instansi tersebut akan memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui konsiliasi atau arbitrase. 
Dalam hal Ayu Mutiara dan PT Atlas Spa Club memilih menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi maka dilakukan oleh konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja / buruh. Penyelesaian perselisihan hubungan idustrial melalui konsiliasi mencapai kesepakatan, maka dibuatkan perjanjian bersama yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator, untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran maka perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak mengadakan perjanjian bersama. Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan idustrial melalui konsiliasi tidak mencapai kesepakatan dapat berlanjut di Pengadilan Hubungan Iindustrial. 

Dalam hal Ayu Mutiara dan PT Atlas Spa Club memilih menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase maka dilakukan oleh seorang atau lebih arbiter. Pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter dalam menyelesaiakan perselisihan hubungan industrial dilaksanakan secara tertutup kecuali kedua belah pihak yang berselisih menghendaki tidak dilaksanakan tertutup. Penyelesaian melalui arbitrase harus diawali dengan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berselisih. Apabila upaya perdamaian tersebut mencapai kesepakatan maka arbiter atau majelis arbiter wajib membuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter. Upaya perdamaian yang diusahakan oleh arbiter atau majelis arbiter tidak mencapai kesepakatan maka sidang arbitrase akan dilanjutkan. Putusan arbitrase tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan. Putusan arbitrase besifat tetap dan mengikat sehingga tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. 
Dalam hal Ayu Mutiara dan PT Atlas Spa Club dalam 7 hari tidak menetapkan pilihan penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrase maka instansi yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. Penyelesaian perselisihan hubungan idustrial melalui mediasi mencapai kesepakatan, maka dibuatkan perjanjian bersama yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator, untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran maka perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak mengadakan perjanjian bersama. Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan idustrial melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan dapat berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial. 

Dalam hal Ayu Mutiara dan PT Atlas Spa Club suatu saat nanti tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi ataupun mediasi dalam perselisihan kepentingan maka upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh Ayu Mutiara dalam rangka mendapatkan status sebagai pekerja tetap dengan PKWTT adalah berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setempat. Salah satunya wewenang PHI adalah memeriksa dan memutus perselisihan kepentingan. Sidang majelis hakim pada PHI dilakukan secara terbuka, kecuali majelis hakim menetapkan lain. Majelis hakim wajib memberikan putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum setelah memeriksa pokok perkara antara Ayu Mutiara dan PT Atlas Spa Club. 
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap gugatan Ayu Mutiara nantinya merupakan putusan akhir dan bersifat tetap karena PHI merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memriksa dan memutus perselisihan kepentingan. Sehingga Upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh Ayu Mutiara dalam rangka mendapatkan status sebagai pekerja dengan PKWTT adalah di Pengadilan Hubungan Industrial. 
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai status pekerja yang bernama Ayu Mutiara yang bekerja pada PT Atlas Spa Club sebagai receptionist selama 4 (empat) tahun dengan rincian 2 (dua) tahun terikat perjanjian secara lisan dan 2 (dua) tahun setelahnya terikat PKWT yang dibuat secara tertulis. Fakta lainnya bahwa receptionist bukan termasuk jenis pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Berdasarkan fakta tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa PKWT antara Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club demi hukum seharusnya menjadi PKWTT yang status pekerjanya sebagai pekerja tetap. Hal tersebut berdasarkan pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan. 
Perubahan PKWT menjadi PKWTT tidaklah diraih secara otomatis, namun ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pekerja. Langkah penyelesaian melalui bipartit yang telah dilakukan oleh Ayu Mutiara dengan PT Atlas Spa Club tidak menghasilkan kesepakatan, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan menempuh jalur tripartit. Jalur tripartit terdiri dari konsiliasi, mediasi, dan arbitrase yang sifatnya dapat dipilih salah satu oleh para pihak yang berselisih. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi maka dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dimungkinkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Khusus untuk jalur arbitrase, apabila telah ada putusan arbitrase maka tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial  karena  putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak.
Saran
Berdasarkan hasil simpulan sebelumnya maka penulis melalui tulisan ini menyarankan bagi pengusaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai PKWT dan PKWTT yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda mengenai status pekerja khususnya pada PKWT dan PKWTT. Bagi pekerja diharapkan mengetahui dan lebih memahami ketentuan mengenai PKWT dan PKWTT sehingga dapat memahami hak-haknya sebagai pekerja baik itu berstatus PKWT maupun PKWTT. Sedangkan bagi pekerja dan pengusaha diharapkan mengetahui dan memahami upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-UU PPHI. 
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